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Program/Kegiatan
K/L Mitra 

Koordinasi
Kemenko PMK

150 Indikator Target 
(RPJMN 2020-2024)

Peran Pemangku Kepentingan
• Kemenko PMK: KSP 

Progam/Kegiatan K/L untuk
mempercepat tercapainya
target PMK di setiap Fase
SIKLUS PMK

• K/L Mitra Koordinasi: 
Pelaksanaan Program/ 
Kegiatan bidang PMK yang 
difokuskan pada target di fase 
SIKLUS PMK

• Berbagi pakai data pada 
setiap fase SIKLUS PMK utk 
mewujudkan percepatan dan 
ketepatan kebijakan

Proses Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan berbagi pakai data pembangunan manusia dan kebudayaan antar K/L di setiap fase SIKLUS 
PMK akan memberikan dampak pada percepatan dan ketepatan pembangunan manusia Indonesia

TINGGINYA 
KUALITAS 
MANUSIA 

INDONESIA 
(IPM TINGGI)

Basis Data
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KEMENAG

KEMENDIKBUDRISTEK

KEMENSOS

KEMENPORA

SIKLUS PMK
MITRA K/L KEMENKO PMK

• Percepatan
Pembangunan 
Sepakbola Nasional

• Penyiapan PON XX & 
PEPARNAS XVI 2020 
di Papua

• Program 
Sembako

• PKH
• Subsidi Listrik
• BST

Data BOS dan 
KIP Madrasah

KIP Kuliah

• KIP dan BOS
• Vokasi SMK
• Mitra Industri

untuk SMK

Data Jumlah PAUD HI

Disabilitas dan 
Lansia

150 INDIKATOR CAPAIAN 
TARGET SIKLUS PMK

BADAN
POM

EWS

BADAN 
PERLINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA

• Penempatan dan 
Perlindungan PMI 
Secara Terpadu

BNPB

KEMENPPPA

KEMENKES

• Data Stunting
• MP ASI
• PMT Ibu Hamil
• Fortifikasi Pangan

KEMENDESPDTT

• Peningkatan
Budaya Literasi

• Jamsos Kesehatan
• Jamsos Naker
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• Data BLT DD
• Dana Desa
• PPDT

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
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INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 
BIDANG PMK

In
isiatif

Strate
gis

2
0

2
4

Bidang Prioritas untuk Integrasi:
• Pendidikan
• Kesehatan
• Bantuan Sosial
• Layanan Haji
• Penanggulangan KE & Stunting

Siklus
pendidikan

Siklus
kesehatan

Siklus
bansos
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ARAHAN LAYANAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI

Platform Digital
Pendidikan

KPK
(Data Jaga Sekolah)

BNPB
(Data Bencana)

BAN-SM & BAN PAUD PNF
(Akreditasi)

BPS
(Data Statistik Pendidikan)

Kemenkes
(Data Satuan Pendidikan dengan 

Puskesmas untuk Program Sanitasi)

K/L
(Data PT K/L)

PTN (Dikti)
(Data Bidikmisi & Penerimaan

Mahasiswa Baru)

Kemendagri
(Data Penduduk & Penanganan Anak

Tidak Sekolah)

Kemenag
(Data Pendidikan Keagamaan & 

EMIS)

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dasar dan 
Menengah

Pendidikan Tinggi

Pendidikan 
Nonformal

Perumusan Kebijakan Pendidikan

Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan

Pendidikan 
Vokasi

Arahan Kebijakan:

1. Kemendikbudristek sebagai koordinator untuk

mengintegrasikan layanan pendidikan terintegrasi

berbasis masyarakat (citizen centric);

2. Platform Digital Pendidikan existing dapat digunakan

sebagai core system untuk layanan pendidikan

terintegrasi; dan

3. Melakukan integrasi dengan K/L dan Pemerintah

Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan layanan

pendidikan terintegrasi.

Layanan Pendidikan Terintegrasi
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ARAHAN LAYANAN KESEHATAN TERINTEGRASI

Layanan Kesehatan Terintegrasi

Arahan Kebijakan:

1. Kemenkes sebagai koordinator untuk mengintegrasikan

layanan kesehatan terintegrasi berbasis masyarakat (citizen

centric) dengan K/L terkait sesuai dengan proses bisnis sistem

kesehatan nasional;

2. Platform Satu Sehat existing dapat menjadi alternatif pilihan

untuk dijadikan core system layanan kesehatan terintegrasi;

dan

3. Melakukan integrasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah yang

terlibat dalam pelaksanaan layanan kesehatan terintegrasi.
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Kebijakan Kesehatan

Pengelolaan SDM Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian

Pengelolaan Kesehatan
Masyarakat

Penyelenggaraan Layanan
Kesehatan

Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

Platform 
Satu Sehat

Kemendagri
(Data Penduduk)

Pemerintah
Daerah

Kemenag
(Data Kesehatan Haji)

BPJS Kesehatan
(PBI JKN)

Fasilitas Kesehatan
(Data Rekam Medis) 

Laboratorium
(Data Hasil Lab)

Kemendikbud
(Data Vaksinasi)
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ARAHAN PENERAPAN SPBE PADA PENANGANAN STUNTING

Platform 
Penanganan
Stunting

Arahan Kebijakan:

1. Kemenkes melakukan piloting penanganan penurunan stunting

melalui teknologi digital di 50 Kabupaten/Kota;

2. Platform E-Simpati dapat menjadi praktik baik dalam penerapan

SPBE pada penanganan Stunting;

3. Integrasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam

pelaksanaan Penanganan Stunting
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Kebijakan Penanganan Stunting

Pengelolaan SDM Penyuluh

Pencegahan dan Pengendalian

Pengelolaan Kesehatan
Masyarakat

Penyelenggaraan Layanan
Kesehatan

Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

Penanganan Stunting

Kemensos
(Data BPNT, FDS)

Kemendagri
(Data Penduduk)

BKKBN
(Data Dukungan

SDM)

Kemenkes
(Data KIA, Konseling Gizi, JKN)

KemenPUPR
(Data Air Minum dan Sanitasi)

Kemendikbud
(Data PAUD)

Kementan
(Data KRPL)

KemenPPPA
(Data Pengasuhan Anak, 
Pendampingan Keluarga

Risiko Stunting)
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ARAHAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL TERINTEGRASI
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Penyediaan Data 
Terintegrasi

Penyaluran
Bantuan

Monitoring 
& Evaluasi

Arahan Kebijakan

1. Kemensos sebagai koordinator untuk mengintegrasikan layanan bantuan

sosial terintegrasi berbasis masyarakat (citizen centric);

2. Implementasi sistem data terpadu menuju satu data sasaran yang sama

untuk mendukung sinergitas program perlindungan sosial di tingkat pusat

dan daerah.

• NIK menjadi kunci data

• Penentuan data sasaran disesuaikan kebutuhan Program

• Verifikasi dan Validasi di lapangan oleh Pemerintah Daerah dan

Pendamping;

3. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG)

existing dapat menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan core system

layanan sosial terintegrasi; dan

4. Melakukan integrasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah yang terlibat

dalam pelaksanaan layanan bantuan sosial terintegrasi.

Kemensos
(SIKS-NG)

DTKS

Sistem
Pengaduan

Kebijakan Bantuan Sosial:
- Program Sembako - Bantuan Subsidi Upah
- PKH - Bantuan Pangan Dampak Bencana
- Bantuan Iuran JKn

Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi

Kemenkeu
(OM SPAN)

Kemendagri
(Dukcapil) Kemenkes

(Pemanfaatan Bantuan
Iuran JKN)

BKKBN
(Data Lansia)

Go-Lantang, Satyagatra, 
SILANI

BNPB
(DIBI)

BPJS Kes & BPJS TK
(PBI)

KemendesPDTT
(Data Dana Desa)

DJSN
(Sismonev JKN & 

Jamsostek)

Pemerintah Daerah 
(DTKS) &

PT POS (Penyaluran)
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ARAHAN UMUM
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• Perkuat Tim Koordinasi SPBE K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK

menjadi Digital Transformation Agent (DTA)

• Mengutamakan peningkatan efektifitas pemanfaatan aplikasi yang telah

beroperasi (moratorium pembangunan aplikasi baru) menjadi Platform Digital

Terpadu berbasis masyarakat (citizen centric)

• Penyederhaan proses bisnis menuju Layanan Digital Tematik

• Interoperabilitas Data dan Aplikasi dengan merujuk ke Arsitektur SPBE

Nasional
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T E R I M A  K A S I H
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